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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI RE.JANG LEBONG 
NOMOR 'l:J1 TAHON 2019 

TENTANO 

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA 
DAN PEOAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERASAL DARJ 

TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RU MAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP KABUPATEN RE.JANG LEBONO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat secara prima pada Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Curup 
Kabupaten Rejang Lebong, diperlukan pejabat pengelola 
dan pegawai yang profesional dan berkualitas sesuai 
dengan kebutuhan; 

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pejabat pengelola 
dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari 
tenaga profesional lainnya pada Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten 
Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu 
diatur pedoman pengangkatan dan pemberhentian 
pejabat pengelola dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil 
yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
Curup Kabupaten Rejang Lebong; 

c. bah wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimal<Sud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan 
Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non 
Pegawai Negeri Sipil yang Berasal dari Tenaga Profesional 
Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rurnah 
Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong. 

1. Undang-Undang Nomo.r 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI RE.JANG LEBONG 
NOMOR 'l;,f TAHUN 20 19 

TENTANG 

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA 
DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SERASAL DARI 

TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP KABUPATEN REJANG LESONG 

Menimbang 

Mengingat 
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DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI RE.JANG LEBONG, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat secara prima pada Sadan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Curup 
Kabupaten Rejang Lebong, diperlukan pejabat pengelola 
dan pegawai yang profesional dan berkual.itas sesuai 
dengankebutuhan; 

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pejabat pengelola 
dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari 
tenaga profesional lainnya pada Sadan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten 
Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu 
diatur pedoman pengangkatan dan pemberhentian 
pejabat pengelola dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil 
yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada Sadan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
Curup Kabupaten Rejang Lebong; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada hurur a dan hurur b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan 
Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non 
Pegawai Negeri Sipil yang Berasal dari Tenaga Profesional 
Lainnya pada Sadan Layanan Umum Dae.rah Rumah 
Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 



2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diuba:h terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Pe rubahan Kedua acas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 20 l4 tentang Pemetintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berla:kunya Undang-Undan g Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemetintahan di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuan gan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republil< Indonesia Tah un 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubaban 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

9 . Peraturan Pemetintab Nomor 49 Tabun 2018 tentang 
Managernen Pegawai Pemerintab Dengan Perj anjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.n 2018 
Nornor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6264); 

10 . Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pemben tukan Produk Hukum Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahu.n 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeti Nomor 120 Tahu.n 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 
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2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 5072); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah terakh ir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang• 
Undang Nomor 23 Tah un 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerab (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan d i Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Jndonesia Nomor 2854); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengeiolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Managemen Pegawai Pemerintah Deogan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6264); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produ k Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang iPerubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 
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Menetapkan 

., 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
ten tang Badan Layanan Umum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 
133). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN 
DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI 
NON PEGAWAI NEGERJ SIPIL YANG BERASAL DARI TENAGA 
PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH RUMAH SAJ<JT UMUM DAERAH CURUP KABUPATEN 
REJANG LEBONG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
4 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

5 . Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 
Rumah Sakit Umum Daerah Curup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 
yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
Daerah secara penuh. 

6. Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya clisebut 
Direktur adalah pemimpin BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong. 

7 . Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan daerah pada umumnya. 

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD 
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan keh idupan bangsa. 

9. Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Telmis 
pada BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong. 
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Menetapkan 

1 l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 1181 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas P~aturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 
133). 

MEMUTUSl<AN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN 
DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI 
NON PEGAWAI NEGERI SJPIL, YANG BERASAl, DARI TENAGA 
PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH RUMAH SAKJT UMUM OAERAH CURUP KABUPATEN 
REJANG LEBONG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adaJah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Oaerah yang memimpin pelaksanaan u_rusan pemerintahan 
yang menjacli kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya clisingkat RSUD adalah 
Rumah Sakit Umum Daerah Curup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 
yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah secara penuh. 

6. Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya clisebut 
Direktur adalah pemimpin BLUD RSUD Curup Kabupaten Rcjang Lebong. 

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya clisingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh RSUD Curup Kabupa~en Rejang Lebong dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai lleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan daerah pada umiimnya. 

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD 
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan Oeksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalarn rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

9. Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis 
pada BL,UD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong. 
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,J. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

11. Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat 
Pengelola Non PNS adalah tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang 
memenuhi persyaratan dan dipekerjakan secara kontrak atau tetap sebagai 
Pejabat Pen gelola pada BLUD RSUO Curup Kabupaten Rejang Lebong. 

12. Pegawai Non Pegawai Negc,; S ipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non 
PNS adalah tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
persyaratan dan dipekerjakan sccara kontrak atau tetap sebagai Pegawai 
pada BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong. 

13. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan 
terhadap pengelolaan BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong. 

14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah 
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi 
program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. 

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara u mum daerah. 

16. Pengangkatan adalah penetapan Pejabat Pengelola atau Pegawai yang 
berasal dari tenaga profesional yang dipekerjakan secara kon trak atau tetap 
sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD 
RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong 

17. Pemberhen tian adalah pengakhiran h ubungan kerja karena suatu h a! 
tcrteotu yang mengakibatkao yang bersangkutan kehilangan statusnya 
sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD 
RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong. 

18. Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, 
kepemimpinan, peogalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 

19. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi 
berdasarkan kaidah -kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian 
layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. 

20. Remunerasi adalah imbalan kerja sesuai dengan tanggung jawab dan 
profesionalisme yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus 
atas prestasi, pesangon atau pensiun. 

21. Pal<ta lntegritas adalah surat pemya taan yang dibuat dan ditandatangani 
oleh seseorang yang akan diangkat sebagai Pejabat Pen gelola atau Pegawai 
Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang 
Lebong untuk patuh dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku dan 
bersedia diberi sanksi apabila terbukti melanggar. 

BAB lI 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud d ibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untu.k memberikan 
pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola atau 
Pegawai non PNS pada BLUD RSUD. 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah : 
a. memberikan kepastian hukum bagi Pejabat Pengelola atau Pegawai non 

PNS dalam rangka manajemen kepegawaian; 
b. memberikan pedoman dalam pengelolaan Pejabat Pengelola atau Pegawai 

non PNS; dao 
c. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional dan 

berkualitas pada BLUD RSUO. 
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/ tO. Pegawai_ Negeri Sipil yang. selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang mernenuh1 syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai AS N 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendud11.1ki jabatan 
pemerintahan. 

11. Pejabat Penge.lola Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dise·but Pejabat 
Pengelola Non PNS adalah tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang 
memenuhi persyaratan dan dipekerjakan secara kontrak atau tetap sebagai 
Pejabat Pengelola pada BLVD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong. 

12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non 
PNS adalah tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
persyaratan dan dipekerjakan secara kontrak atau tetap sebagai Pegawai 
pada BLVD RSVD Curup Kabupaten Rejang Lebong. 

13. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan 
terhadap pengelolaan BLVD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong. 

14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RSA adalah 
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisj 
program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. 

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas rnelaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

16. Pengangkatan adalah penetapao Pejabat Pengelola atau Pegawai yang 
berasa\ dari tenaga profesional yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap 
sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLVD 
RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong 

17. Pemberhentiao adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu ha! 
tertentu yang mengakibatkao yang bersangkutan kehilangan s tatusnya 
sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD 
RSVD Curup Kabupaten Rejang Lebong. 

18. Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, integrjtas, 
kepemimpinan, penga\aman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 

19. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan rungsi orgarusasi 
berdasarkan kaidah-kaidab manajemen yang baik dalam rangka pemberian 
\ayanan yang bennutu, berkesinambungan dan berdaya saing. 

20. Remunerasi adalah imbalan kerja sesuai dengan tanggung jawab dan 
profesionalisme yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus 
atas prestasi, pesangon atau pensiun. 

21. Pakta lntegrjtas adalah surat pemyataan yang dibuat dan ditandatangani 
oleh seseorang yang akan diaogkat sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai 
Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSVD Curup Kabupaten Rejang 
Lebong untuk patuh dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku dan 
bersedia diberi sanksi apabi la terbukti melanggar. 

BABU 
MAKSVD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(I) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mernberikan 
pedornan dalam pengangkatan dan pernberhentian Pejabat Pengelola atau 
Pegawai non PNS pada BLVD RSVD. 

(2) 1'ujuan dibentuknya Peraturan Bu pati ini adalah : . 
a . mernberikan kepastian hukum bagi Pejabat Pengelola atau Pegawru non 

PNS dalam rangka manajemen kepegawaian; . 
b. memberikan pedoman dalam pengelolaan Pejabat Pengelola atau Pegawru 

non PNS; dan 
c. rnemenuhi kebutuhan sumber daya rnanusia yang profe.sional dan 

berkualitas pada BLUD RSUD. 
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BAB III 
PENGANGKATAN 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 3 

(l } BLVD RSUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai non PNS dari 
profesional lainnya. 

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip 
efisiensi, ekonomis dau produktif dalam meningkatkan pelayanan. 

(3) Pejabat Pengelola dan Pegawai non PNS yang berasal dari tenaga profesional 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dipekerjakan secara 
kontrak atau tetap. 

(4) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai non PNS yang berasal dari 
profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan sesu ai 
dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD. 

Bagian Kedua 
Pengangkatan Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil 

Pasal 4 

[l) Pejabat Pen gelola Non PNS sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 3, terdiri 
atas: 
a. pemimpin; dan 
b. pejabat teknis. 

(2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, harus berasal dari 
tenaga dokter atau dokter gigi. 

(3) Pejabat Pengelola Non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 
(4) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati. 
(5) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin. 

Pasal 5 

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola Non PNS adalah : 
a. warga negara Indonesia; 
b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 58 (lima 

puluh delapan tahun pada saat pendaftaran; 
c. mempunyai ijazah scsuai kualifikasi yang dibutuhkan; 
d. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai 

kualifikasi yang dibutuh kan ; 
e . tidak ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa karena melakukan suatu 

tindak pidana; 
f. tidak pemah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan h ukum tetap karena melakukan 
suatu tindak pidana; 

g. tidak pernah diberhentikan tida.k dengan hormat sebagai PNS at.au Non PNS; 
h. berkelakuan baik; 
i. sebatjasmani dan rohani; 
j. bebas narkotika dan obat at.au bahan berbahaya lainnya; 
k. tida.k akan menuntut untuk diangkat menjadi calon PNS; 
I. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan 
m. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, pegawai BUMN, pegawai BUMD 

atau instansi vertikal. 

5 



BAB lII 
PENGANGKATAN 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 3 

(1) BLUD RSUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai non PNS dari 
profesional lainnya. 

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip 
efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. 

(3) Pejabat Pengelola dan Pegawai non PNS yang berasal dari tenaga profesional 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara 
kontrak atau tetap. 

(4) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai non PNS yang b-erasal dari 
profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD. 

Bagian Kedua 
Pengangkatan Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil 

Pasal 4 

(1) Pejabat Pengelola Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri 
atas: 
a . pemimpin; dan 
b. pejabat teknis. 

(2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , barus berasal dari 
tenaga dokter atau dokter gigi. 

(3) Pejabat Pengelola Non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 
(4) Pemimpin bertanggungjawab kepada Bupati. 
(5) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin. 

Pasal 5 

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola Non PNS adalah: 
a . warga negara Indonesia; 
b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 58 (lima 

puluh delapan tahun pad a saat pendaftaran; 
c. mempunyai ijazah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan; 
d. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai 

kualifikasi yang dibutuhkan; 
e. tidak ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa karena melakukan suatu 

tindak pidana; 
f. tidak pemah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan 
suatu tindak pidana; 

g. tidak pemah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atau Non PNS; 
h. berkelakuan baik; 
i. sehatjasmani dan rohani; 
j. bebas narkotika dan obat atau bahan berbahaya lainnya; 
k. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi calon PNS; 
I. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan 
m. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, pegawai BUMN, pegawai BUMD 

atau instansi vertikal. 
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Pasal6 

(1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola Non PNS 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( I ) berdasarkan kompetensi dan 
kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat. 

(2) Calon Pejabat Pengelola Non PNS mengajukan Jamaran kepada Bupati 
melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Rejang Lebong, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5. 

(3) Pengangka tan Pejabat Pengelola Non PNS dilakukan melalui seleksi atau 
tidak melalui seleksi dengan memperhatikan kriteria yang dipersyaratkan, 
profesionalisme, efisiensi dan efektifitas bagi BLVD RSUD. 

(4) Pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS melalui seleksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui tim yang dibentuk dengan 
Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri dari : 
a. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong; 
b. Bada n Kepegawaian clan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Rejang Lebong; 
c. Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong; 
d . lnspektorat Kabupaten Rejang Lebong; 
e. Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong; 
f. Badan Pengawas; dan 
g. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan. 

(5) Dalam hal pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS tidak melalui seleksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati meminta dan memperhatikan 
pertimbangan dari Dewan Pengawas. 

Pasal 7 

(I) Pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati a tau dengan kontrak. 

(2) Masa jabatan Pejabat Pengelola Non PNS paling lama 5 (lima) tahun yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau dengan kontra.k. 

(3) Pejabat Pengelola Non PNS dapat d iangkat kembali untuk 1 (satu) kali 
periode masa jabatan berikutnya. 

(4) Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola Non PNS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tetap berpedoman pada persyaratan dan tahapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. 

(SJ Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola Non PNS untuk periode masa 
jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi 
berusia 60 (enam puluh) tah un. 

Pasal 8 

(l) Pemimpin sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai 
tugas: 
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan 

mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan 
produktivitas; 

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya 
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah; 

c. menyusun Renstra; 
d. menyiapkan RBA; 
e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati 

sesuai dengan ketentuan; 
f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain 

pejabat yang tclah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; 
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Pasal6 

(I) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola Non PNS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan kompetensi dan 
kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat. 

(2) Calon Pejabat Pengelola Non PNS mengajukan Iamaran kepada Bupati 
melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan $umber Daya Manusia 
Kabupaten Rejang Lebong, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5. 

(3) Pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS dilakukan melalui seleksi atau 
tidak melalui seleksi dengan memperhatikan kriteria yang dipersyaratkan, 
profesionalisme, efisiensi dan efektifitas bagi BLUD RSUD. 

(4) Pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS melalui seleksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui tim yang dibentuk dengan 
Keputu san Bupati yang anggotanya terdiri dari : 
a. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong; 
b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan $umber Daya Manusia 

Kabupaten Rejang Lebong; 
c. Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong; 
d. Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong; 
e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong; 
f. Badan Pengawas; dan 
g. Perdl1gkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan. 

(5) Dalam hal pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS tidak melalui seleksi 
sebagaimana climaksud pada ayat (3), Bupati meminta dan memperhatikan 
pertimbangan dari Dewan Pengawas. 

Pasal 7 

(1) Pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati atau dengan kontrak. 

(2) Masa jabatan Pejabat Pengelola Non PNS paling lama 5 (lima) tahun yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau dengan kontrak. 

(3) Pejabat Pengelola Non PNS dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 
periode masajabatan berikutnya. 

(4) Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola Non PNS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), tetap berpedoman pada persyaratan dan tahapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. 

(5) Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola Non PNS untuk periode masa 
jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi 
berusia 60 (enam puluh) tahun. 

Pasal8 

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai 
tugas: 
a. memimpin, roengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan 

mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan 
produktivitas; 

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya 
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah; 

c. menyusun Renstra; 
d. menyiapkan RBA; 
e. mengusulkan calon pejabat keuangan clan pejabat teknis kepada Bupati 

sesuai dengan ketentuan; 
f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain 

pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; 
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g. mengoordi.nasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh 
pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan 
internal, serta menyampaikan d an mempertanggungjawabkan kinerja 
operasional serta keuan gan BLUD kepada Bupati; dan 

h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan 
kcwenangannya. 

(2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana diroaksud pada ayat (1), 
mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab u mum operasional dan 
keuangan. 

Pasal9 

(1) Pemimpin ber tindak selaku pengguna anggaran/pen gguna barang. 
(2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksu cl pacla ayat (1) berasal dari Non 

PNS, Pejabat Keuangan clitunjuk sebagai pengguna anggaran/pengguna 
barang. 

Pasal 10 

(1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud clalam Pasal 4 ayat (1) huruf b 
mempunyai tugas: 
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional clan pelayanan di 

bidangnya; 
b. melaksanakan kegiatan teknis operasional clan pelayanan sesuai dengan 

RBA; 
c. memimpin clan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan 

dibidangnya; dan 
d. tugas Jainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai 

dengan kewenangannya. 
(2) Pejabat teknis d alam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud pada ayat 

( J ), mempunyai fungsi s ebagai penanggung jawab kegiatan teJ,..,,is operasional 
dan pelayanan di bidangnya. 

(3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas 
sumber daya manusia , dan peningkatan sumber daya lainnya. 

Bagian Ketiga 
Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil 

Paragraf 1 
Perencanaan 

Pasal 11 

(1) RSUD melakukan perencanaan pengadaan Pegawai Non PNS berdasarkan 
kebutuhan sumber daya manusia yang disusun dalarn fonnasi. 

(2) Fonnasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) ditetapkan clengan Keputusan 
Direktur. 

(3) Berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktu r 
menentukan dan menetapkan tata cara pengadaan Pegawai Non PNS. 

Paragraf2 
Persyaratan 

Pasal 12 

Persyaratan calon Pegawai Non PNS yaitu sebagai berikut : 
a . warga negara Indonesia; 
b . berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun clan paling tinggi 

puluh lima) tahun pada saat pendaftaran; 
c. mempunyai ijazah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan; 

7 

35 (tiga 



/ 

/ g. 
/ 

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleb 
pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan 
internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja 
operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan 

h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai fungs.i sebagai penanggungjawab umum operasional dan 
keuangan. 

Pasal 9 

(1) Pemimpin bertindak selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 
(2) Dalam ha! pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Non 

PNS, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai pengguna anggaran/pengguna 
barang. 

Pasal 10 

(1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b 
mempunyai tugas: 
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di 

bidangnya; 
b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan 

RBA; 
c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan 

dibidangnya; dan 
d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai 

dengan kewenangannya. 
(2) Pejabat teknis dalam melaksanakan t ugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional 
dan pelayanan di bidangnya. 

(3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi , peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya. 

Bagian Ketiga 
Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil 

Paragraf 1 
Perencanaan 

Pasal 11 

(1) RSUD melakukan perencanaan pengadaan Pegawai Non PNS berdasarkan 
kebutuhan sumber daya manusia yang disusun dalam fonnasi. 

(2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Direktur. 

(3) Berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur 
menentukan dan menetapkan tata cara pengadaan Pegawai Non PNS. 

Paragraf2 
Persyaratan 

Pasal 12 

Persyaratan calon Pegawai Non PNS yaitu sebagai berikut : 
a . warga negara Indonesia; 
b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga 

puluh Iima) tahun pada saat pendaftaran; 
c. mempunyai ijazah sesuai kualifikasi yang dibutubkan; 
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d. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai 
kualifikasi yang dibutuhkan; 

e. tida k ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa karena melakukan suatu 
tindak pidana; 

f. tidak pemah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan 
suatu tindak pidana; 

g. tidak pemah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atau Non PNS; 
h. berkelakuan baik; 
i. sehat jasmani dan rohani; 
j. bebas narkotika dan obat atau bahan berbahaya lainnya; 
k. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi calon PNS; 
I. tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; 
m. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, pegawai BUMN, pegawai BUMD 

atau instansi vertikal; dan 
n. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. 

Paragraf3 
Pengumuman Penerimaan 

Pasal 13 

(1) Penerimaan Pegawai Non PNS d.iumumkan secara terbuka kepada 
masyarakat. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (!) paling sedikit 
mencantumkan : 
a. jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan; 
b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; 
c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan 
d. batas waktu pengajuan lamaran. 

Paragraf 4 
Penyaringan 

Pasal 14 

(l} Direktur membentuk panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non PNS. 
(2) Panitia penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: 

a. RSUD; 
b. Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Rejang Lebong; 
c. Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong; dan 
d . Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan. 

(3} Panitia penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcmpunyai tugas 
sebagai berikut : 
a . menerima berkas lamaran; 
b . menyiapkan bahan ujian; 
c. menen tukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian; 
d . menentukan tempat danjadwal ujian; 
e . menyelenggarakan ujian; 
f. memeriksa dan menentukan hasil ujian; 
g. melaporkan kepada Direktur basil seleksi ujian; dan 
h. mengumumkan hasil ujian; 

(4} Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf b meHputi : 
a. ujian tertulis; dan 
b. ujian kompetensi. 

(5) Dalam melaksanakan penyaringan pene.rimaan Pegawai Non PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dapat bekerja sama dengan 
pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengembangan 
Sumber Daya Manusia. 
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-;;'. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai 
kualifikasi yang dibutuhkan; 

e. tidak ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa karena melakukan suatu 
tindak pidana; 

f. tidak pemah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan 
suatu tindak pidana; 

g. tidak pemah diberhentikan tidak dengan honnat sebagai PNS atau Non PNS; 

h. berkelakuan bail<; 
i. sehatjasmani dan rohani; 
j. bebas narkotika dan obat atau bahan berbahaya lainnya; 
k. tidak akan menuntut untuk dlangkat menjadi calon PNS; 
I. tidak menjadi anggota dan/atau pengu.rus partai politik; 
m. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, pegawai BUMN, pegawai BUMD 

atau instansi vertikal; dan 
n. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. 

Paragraf3 
Pengumuman Penerimaan 

Pasal 13 

(1) Penerimaan Pegawa.i Non PNS diumumkan secara terbuka kepada 

masyarakat. 
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pali.ng sedikit 

mencantumkan : 
a . jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan; 
b. persyaratan yang harus dJpenuhi oleh setiap peJamar; 
c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan 
d. batas waktu pengajuan lamaran. 

Paragraf 4 
Penyaringan 

Pasal 14 

(1) Direktur membentuk panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non PNS. 
(2) Panitia penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: 

a . RSUD; 
b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan $umber Daya Manusia 

Kabupaten Rejang Lebong; 
c. Dinas Kesehatan Kabupaten Rcjang Lebong; dan 
d. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan. 

(3) Panitia penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
sebagai beriku t : 
a. menerima berkas lamaran; 
b. menyiapkan bahan ujian; 
c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian; 
d. menentukan tempat dan jadwal ujian; 
e. menyelenggarakan ujian; 
f. memeriksa dan menentukan hasil ujian; 
g. melaporkan kepada Direktur hasil seleksi ujian; dan 
h. mengumumkan hasil ujian; 

(4) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi : 
a. ujian tertulis; dan 
b. ujian kompetensi. 

(5) Dalam melaksanakan penyaringan penerimaan Pegawai Non PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dapat bekerja sama dengan 
pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengembangan 
Sumber Daya Manusia. 
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(6) r<erja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

Paragraf 5 
Pengurnumam Hasil Seleksi 

Pasal 15 

(1) Panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non PNS mengumurnkan pelamar 
yang dinyatakan lulus ujian penyaringan. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (I) melalui media yang 
mudah diketahui oleh masyarakat luas. 

Paragraf6 
Pengangkatan 

Pasal 16 

Pelamar Pegawai Non PNS yang telah lulus ujian penyaringan harus 
menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan untuk keperluan 
pengangkatan. 

Pasal 17 

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 selanjutnya diangkat sebagai Pegawai Non PNS pada RSUD. 

(2) Pengangkatan Pegawai Non PNS pada RSUD dilakukan dengan 
penandatanganan kontrak selama 2 (dua) tahun. 

(3) Selain menandatangani kontra.k scbagairoana dimaksud pada ayat (2), 
Pegawai non PNS juga menandatangani pakta integritas 

(4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) 
tahun sekali sesuai kebutuhan RSUD dan didasarkan pada hasil penilaian 
evaluasi kinerja serta formasi jabatan masih tersedia. 

(5) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui 
batas usia 35 (tiga puluh lima) tahun. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam kontrak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur. 

BAB lV 
PEMBERHENTIAN 

Pasal 18 

Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS dilakukan dengan 
hormat atau tidak dengan honnat. 

Pasal 19 

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS diberhentikan dengan honnat 
karena: 
a. meninggal dunia; 
b. pennintaan sendirt; 
c. diterima menjadi Calon PNS atau bekerja pada instansi lainnya; 
d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari PNS; 
e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Pengelola dan 

40 (empat puluh) tahun bagi Pegawai Non PNS; 
f. tidak lagi memenuhi syarat kesehatan yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter; atau 
g. status BLUD RSUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 
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(6) f{erja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

Paragraf 5 
Pengumumam Hasil Seleksi 

Pasal 15 

(1) Panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non PNS mengumumkan pelamar 
yang dinyatakan lulus ujian penyaringan. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media yang 
mudah diketahui oleh masyarakat luas. 

Paragraf 6 
Pengangkatan 

Pasal 16 

Pelamar Pegawai Non PNS yang telah Julus ujian penyaringan harus 
menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan untuk keperluan 
pengangkatan. 

Pasal 17 

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 selanjutnya diangkat sebagai Pegawai Non PNS pada RSUD. 

(2) Pengangkatan Pegawai Non PNS pada RSUD dilakukan dengan 
penandatanganan kontrak selama 2 (dua) tahun. 

(3) Selain menandatangani kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pegawai non PNS juga menandatangani pakta integritas 

(4) Kontrak sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) 
tahun sekali sesuai kebutuhan RSUD dan didasarkan pada hasil penilaian 
evaluasi kinerja serta formasi j abatan masih tersedia. 

(5) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui 
batas usia 35 (tiga puluh lima) tahun. 

(6) Ketentuan lebih lanju t mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam kontrak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ditetapkan oleh Direktur. 

BAB IV 
PEMBERHENTIAN 

Pasal 18 

Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS dilakukan dengan 
bormat atau tidak dengan bormat. 

Pasal 19 

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat 
karena: 
a. meninggal d unia; 
b. pennintaan sendiri; 
c. diterima menjadi Calon PNS atau bekerja pada instansi laionya; 
d . formasijabatan sudah terpenuhi dari PNS; 
e. mencapai usia 58 (l ima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Pengelola dan 

40 (empat puluh) tahun bagi Pegawai Non PNS; 
f. tidal< lagi memenuhi syarat kesehatan yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter; atau 
g. status BLUD RSUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 
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(2) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS diberhentikan tidak dengan honnat 
karena: 
a . melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau ter libat dalam kegiatan 
yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. tidak menunjukkan kinerja yang baik dan kecakapan dalam 
melaksanakan tugas sesuai target kinerja yang ditetapkan; 

c. menunjukkan disiplin , sikap dan budi pekerti yang tidak baik dan dapat 
mengganggu lingkungan kerja; 

d. ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dan ditahan karena 
melakukan tindak pidana; 

e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana; 

f. melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani; 
g. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di RSUD; 
h. tidak mentaati ketentuan yang diatur dalam kontrak; 
i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau 
j. terbukti memberikan persyaratan yang tidak benar pada saat 

mengajukan lamaran sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non PNS. 

Pasal 20 

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pejabat 
Pengelola Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati . 

(2) Pemberhentian dengan honnat atau tidak dengan bormat sebagai Pegawai 
Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur. 

BABV 
REMUNERASI 

Pasal 21 

(1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan 
tanggungjawab dan profesionalisme. 

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja 
yang diberikan dalam komponen meliputi: 
a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan; 
b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan 

pendapatan di luar gaji setiap bulan; 
c. insentif yaitu imbala n kerja berupa uang yang bersifat tambahan 

pendapatan di luar gaji; 
d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat 

tambahan peodapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas 
prestasi kerja yang dapat diberikan I (satu) kali dalam I (satu) tahun 
anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu; 

e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan puma jabatan 
sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau 

f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang. 
(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (l), diatur lebih 

laojut dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin. 
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/

(2) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS diberhentikan tidak d h 
karena : engan ormat 

a . melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara 

I 
Pancasila dan Undang~Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiata~ 
y_ang menen~g Pemermtab dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. tldak menunJukkan ktnel)a yang baik dan kecakapan dalam 
melaksanakan tugas sesuai target kinerja yang ditetapkan· 

c. menunjukkan disiplin, sikap dan budi pekerti yang tidak baik dan dapat 
mengganggu lingkungan kerja; 

d. d1tetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dan clitahan karena 
melakukan tindak pidana; 

e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana; 

f. melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani; 
g. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di RSUD; 
h . tidak mentaati ketentuan yang cliatur dalam kontrak; 
i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau 
j. terbukti memberikan persyaratan yang tidak benar pada saat 

mengajukan lamaran sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non PNS. 

Pasal 20 

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pejabat 
Pengelola Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati . 

(2) Pemberhen tian dengan honnat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai 
Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, clitetapkan dengan 
Keputusan Direktur. 

BABV 
REM UN ERAS! 

Pasa121 

(1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan 
tanggungjawab dan profesionalisme. 

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (J.), merupakan imbal.an kerja 
yang cliberikan daJam komponen meliputi: 
a . gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan; 
b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan 

peodapatan di luar gaji setiap bulan; 
c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan 

pendapatan di luar gaji; 
d . bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat 

tambahao pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas 
prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun 
anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu; 

e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan puma jabatan 
sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau 

f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang. 
(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), djatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin. 
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BAB Vl 
KETENTUAN PERALIHAN 

PasaJ 22 

Pegawal Non PNS yang diangkat atau dikontrak sebelum berlakunya Peraturan 
Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa 
tugasnya/masa kontraknya dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan 
yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Peraturan Bupati ini mu.Jal bedaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

SEKRET 
KABUPATEN 

H. R. A. DENNI 

2019 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal '2. ~ 2019 

BUPATI REJANG LEBONG, 

I PARAF I I KOORDIN~SI 
' 

SEKN I ' 
ASt$lCN r• i 

I KA04G -If. 
~ 5Uh64G 

c1u.:.s i , DE f,1R.t.KAHS.; 

BERJTA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR '5',; 

11· - N ,- r, " -/\-~i Li·._·,-:._'C._:=~~-::.7":==~I 

I '· :-:: _I,\~; ~r-::. tiU•~ll",1 , 
Pf\ODUI, HIJ l,U,,1 ; r;r I 

n:u:,: ; n,,"liTI , l I 
Dtt~c~c :; ::.1 CL" H ., II 

• • • •• • • .., I\Ol..,_NITTI\,! · 
: : t.GIAfl , , ;;i.,1. I tU".'.:.:_:: .o_ \~~~~ :>cP1 \'l. j 
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BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 22 

Pegawai Non PNS yang diangkat atau dikon trak sebelum berlakunya Peraturan 
Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa 
tugasnya/masa kontraknya dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan 
yang diatur dalam Peraturan Bu pati ini. 

BAB VU 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Diundangkan dj C rup 
Pad a tanggal "\.. ~ 2019 

SEKRET 
KABUPATEN 

H. R . A. DENNI 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal 'l ~ 2019 

BUPATI RE.JANG LEBONG, 

I P-"RAF I KOOiWIN-"SI 

I SE'Kf\~ 

AS1S1EN r, 
i<AO~G • I 

t<l.!:1Ul-i6AG 
r1 

I 

Olr~AS I ,oer,"\R.!.a<AJ\SA 

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 15',,; 
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